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P
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN SISTEM ONLINE PENDAFTARAN OBJEK BARU
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan
kemudahan pelayanan kepada masyarakat
dalam pendaftaran objek baru Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka
dipandang perlu mengatur Penerapan Sistem
Online Pendaftaran Objek Baru Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem
Online Pendaftaran Objek Baru Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam  Rangka  Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor
14), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2018 Nomor 05);



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor
09), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor
10);

16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN
SISTEM ONLINE PENDAFTARAN OBJEK BARU
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tapin.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Tapin.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi
Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, obyek
Pajak dan/atau bukan obyek Pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang
selanjutnya disebut sebagai SPTPD Elektronik adalah SPTPD
yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana
pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut
SSPD Elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang
berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak.
Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk
menerima setoran penerimaan Daerah.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tapin yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya
Pajak terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan
secara obyektif dan profesional berdasarkan standar suatu
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan Daerah.



18.

19.

20.

(1)

(2)

(3)

Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem
satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi
yang berkaitan dengan pendaftaran objek Pajak baru Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk  kegiatan usaha  perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II
SISTEM ONLINE PENDAFTARAN OBJEK BARU PBB-P2

Pasal 2
Sistem Online pendaftaran objek Pajak baru PBB-P2 mencakup
rangkaian proses yang harus dilakukan dalam penerapan sistem
pendaftaran objek Pajak baru PBB-P2 yang dilakukan secara
online.
Pendaftaran objek Pajak baru PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan fasilitas online berbasis Web
melalui Aplikasi Sistem Pendaftaran Objek Baru PBB-P2 Online
(Si-Pendekar PBB).
Pendaftaran tanah/bumi dan bangunan untuk menjadi objek
Pajak PBB-P2 dapat dilakukan oleh masyarakat melalui petugas
di Kantor Kecamatan/Kantor Desa/Kantor Kelurahan dengan
memanfaatkan fasilitas online berbasis Web yang telah

disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



(1)

(2)

Pasal 3

Pendaftaran objek Pajak baru PBB-P2 melalui fasilitas online

berbasis Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

dapat dilakukan dengan cara:

a. pendaftar mengakses fasilitas pendaftaran objek Pajak baru
PBB-P2 secara online berbasis Web yang disediakan oleh
Badan melalui Aplikasi Sistem Pendaftaran Objek Baru
PBB-P2 Online (Si-Pendekar PBB) dengan alamat
https:/ / sipendekarpbb.tapinkab.go.id;

b. pendaftar melakukan pengisian langsung secara online data
SPOP yang ditampilkan,;

c. pendaftar mengirimkan persyaratan dengan melakukan
pemindaian (scan) dokumen yang menjadi persyaratan;

d. pendaftar diwajibkan menyerahkan bukti fisik dokumen yang
menjadi persyaratan ke Badan melalui loket pelayanan; dan

e. pendaftar dapat mengakses Web Aplikasi Sistem
Pendaftaran Objek Baru PBB-P2 Online (Si-Pendekar PBB)
dengan alamat : https://sipendekarpbb.tapinkab.go.id untuk
melihat status Pemohon (lengkap/tidak lengkap) dalam kurun
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pendaftaran objek Pajak baru PBB-P2 pada Kantor

Kecamatan/Kantor Desa/Kantor Kelurahan dilakukan dengan

cara:

a. pendaftar diwajibkan membawa berkas yang menjadi
persyaratan dan menyerahkannya kepada aparat/petugas
pendaftaran;

b. pendaftar selaku pemilik dan/atau yang memanfaatkan
tanah/bumi dan bangunan melakukan pengisian formular

SPOP yang telah disediakan Badan;



(1)

(2)
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c. SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh pendaftar, selanjutnya petugas Kantor
Kecamatan/Desa/Kelurahan melakukan penginputan data
melalui Web Aplikasi Sistem Pendaftaran Objek Baru PBB-
P2 Online  (Si-Pendekar PBB) dengan  alamat
https:// sipendekarpbb.tapinkab.go.id, untuk dilakukan
proses pendaftaran dan verifikasi,

d. setelah dilakukan verifikasi dan penilaian nilai jual objek
Pajak terhadap objek Pajak selanjutnya dilakukan penetapan
SPPT;

e. petugas di Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat
mengakses Web Aplikasi Sistem Pendaftaran Objek Baru
PBB-P2 Online (Si-Pendekar PBB) dengan alamat
https:// sipendekarpbb.tapinkab.go.id untuk melihat status
pemohon (lengkap/tidak lengkap) dalam kurun waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja; dan

f. petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran objek
Pajak baru PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau
pemeliharaan basis data, wajib merahasiakan segala sesuatu

yang diketahuinya atau yang diberitahukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 4

Desa dapat menganggarkan penunjang kegiatan operasional
pendaftaran objek Pajak baru PBB-P2 pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kecamatan dan Kelurahan dapat menganggarkan penunjang
kegiatan operasional pendaftaran objek Pajak baru PBB-P2 pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan dan Kelurahan.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 03 Agustus 2021

BUPATI TAPIN,

= 5 ? Pembina ttd
NIP. 19860517 201101 1 014

M. ARIFIN ARPAN
Diundangkan di Rantau

pada tanggal 03 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 29



